ABSTRAK

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) merupakan suatu
proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan
berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal,
dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan
keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini
adalah yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah
deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah melalui pedoman wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu tanggung jawab Syahbandar memang sangat berat
dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran karena Syahbandar
merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi
untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan
pelayaran. Pemahaman dari persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran
adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang
menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
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